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BAB V 

Kesimpulan

Pengaturan  hukum perikatan perjudian online oleh anggota kepolisian adalah tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini karena objek dari perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan di Indonesia. Perjanjian yang berkaitan dengan perjudian online oleh siapa pun, termasuk anggota kepolisian, adalah  batal demi hukum di Indonesia karena objeknya ilegal. Anggota kepolisian yang terlibat menghadapi sanksi pidana dan sanksi etik berat hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang teerlibat perikatan dalam   judi  online dilakukan melalui dua jalur, yaitu  sanksi pidana berdasarkan hukum umum dan sanksi disiplin serta kode etik internal Polri, yang dapat berujung pada Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Penegakan hukum ini mencakup penindakan terhadap anggota yang hanya sekadar bermain judi online, terlebih lagi jika terlibat sebagai pelindung (beking) atau bagian dari jaringan bandar

Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan judi  online terhadap anggotanya adalah kurangnya sumber daya, keterbatasan teknologi, dan masalah internal seperti potensi keterlibatan oknum aparat. Hambatan ini muncul karena kesulitan mengumpulkan bukti elektronik, sulitnya identifikasi pelaku, keterbatasan anggaran, dan minimnya keahlian teknologi di kalangan penyidik, ditambah dengan koordinasi yang belum optimal antara kepolisian dan instansi terkait. 
Saran

Polri sebagai aparatur negara yang memiliki sejumlah diskresi kepolisian berpotensial untuk melakukan pelanggaran hukum sehingga perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan terhadap Polri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara pengawasan baik dari dalam organisasi Polri sendiri maupun berasal dari luar organisasi Polri.

Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi Polri dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya Polri lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang melekat pada diri setiap anggota Polri serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi. 

Bagi masyarakat diharapkan masyarakat lebih dapat memahami bagaimana mekanisme penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran tindak pidana maupun disiplin kerja, sehingga masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh lebih berat hukumannya dari masyarakat umum apabila melakukan suatu pelanggaran.
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